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1. INTRODUCTION

Pada saatera otonomi daerah diterapkan di Indonesia yang ditandai dengan UU No.
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan pembaharuan beberapa pasal pada UU
No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Reformasi
pengelolaan keuangan daerah antara lain menyangkut pendekatan di dalam penganggaran,
akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pola pertanggungjawaban. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik, pemerintah daerah membuat laporan keuangan yang
merepresentasikan posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh entitas sector publik,
kondisi keuangan dan kinerja keuangan. Sebagaimana tercantum dalam PP Rl No. 71 Tahun
2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah “mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya srta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Setiap entitas pelaporan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Laporan Keuangan (LK) yang dihasilkan dari
penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para
pemangku kepentingan baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan
pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu
prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang
diperoleh.

Adapun para pemakai yang berkepentingan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) yaitu masyarakat, pimpinan/anggota DPRD, lembaga pemberi pinjaman dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati keuangan sektor pemerintah. Agar LKPD
bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan, maka LKPD tersebut harus berkualitas.
LKPD disebut berkuaitas apabila informasi yang disajikan di dalam LKPD telah memenuhi
karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas dari pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan
standar dan peraturan atau laporan keuangan itu memenuhi kebutuhan pengguna (Kerry,
2014). Salah satu pengukuran kualitass laporan keuangan pemerintah yaitu dari opini yang
diberikan oleh BPK. BPK Rl menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dikatakan
sudah berkualitas apabila LKPD mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
setiap tahunnya. Ketika BPK memberikan opini WTP terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan
bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah tersebut disajikan dan diungkapkan seara
wajar dan berkualitas.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh
BPK Rl atas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) yaitu (1) opini wajar tanpa
pengecualian atau unqualified opinion; (2) opini wajar dengan pengecualian atau qualified
opinion; (3) opini tidak wajar atau adversed opinion: dan (4) pernyataan menolak
memberikan opini atau tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Dari keempat
jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran
penyajian pos-pos LK sesuai dengan SAP.

Banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah Indonesia masih menjadi isu terhangat yang perlu dikaji lebih dalam. Dasar pemikiran
ini berasal dari fakte bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan
oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerinah.

Pada semester 1 tahun 2021, BPK memeriksa 541 (99%) LKPD Tahun 2020 dari 542
Pemerintah daerah yang wajib menyusun LK tahun 2020. Sebanyak 1 pemda belum
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menyampaikan LK kepada BPK, yaitu pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.
Sejak tahun 2015, seluruh pemda telah Menyusun LK dengan bassis akrual sebagai
pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2019 tentang SAP.

Pemeriksaan atas LKPD tahun 2020 meliputi neraca per 31 desember 2020, LRA,
LPSAL, LO, LAK, LPE dan CaLK untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2020, mengungkapkan opini WTP atas
486 (90%) LKPD, opini WDP atas 49 (9%) LKPD, opini TMP atas 4 (0,7%) LKPD, dan opini TW
atas 2 (0,3%) LKPD seperti terlihat dalam gambar berikut:
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Sumber: BPK Rl, 2021
Gambar 1. Opini LKPD Tahun 2020

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa opini LKPD tahu 2020 sangat baik
karena Sebagian besar Pemda telah mendapatkan opini WTP serta mencapai target yang
ditentukan dan telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat
beberapa Pemda yang mendapatkan opini selain WTP yaitu TMP dan TW. Tentu sajaini masih
menjadi kesenjangan karena seharusnya seluruh pemda mendapatkan opini WTP.
Kesenjangan ini terjadi karena pos-pos LK yang disusun pemda tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntasi yang berlaku.

Dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama
periode tersebut LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 20%. Sementara itu, jumlah
LKPD yang memperoleh opini TMP megalami penurunan sebesar 3,3%. Meskipun demikin,
pada LKPD tahun 2020 terdapat 2 (0,3%) LKPD yang memperoleh opini TW dimana 4 tahun
sebelumnya tidak pernah ada LKPD yang memperoleh opini TW.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan
atau penurunan opini WTP dari tahun 2019. Penurunan opini pada LKPD tahun 2020 terjadi
pada Pemerintah Provinsi dari 34 menjadi 33 LKPD. Kenaikan opini terjadi pada pemerintah
kabupaten dari 364 menjadi 365 LKPD, serta pada pemerintah kota dari 87 menjadi 88 LKPD.
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) — —
Pemprov Pemkab Pemkot
m2019 m2020

Sumber: BPKRI
Gambar 2. Hasil pemeriksaan LKPD Tingkat Pemerintah Berdasarkan Opini WTP Tahun
2019-2020 di Indonesia
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Berdasarkan grafik tersebut, terjadi penurunan pada tingkat provinsi. Hal ini terjadi
karena permasalahan pertanggungjawaban dan pelaporan terkait dengan penanganan
Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang berdampak terhadap
kewajaran penyajian laporan keuangan tahun 2020 terjadi pada 10 pemda.

Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun yang terkait dengan PC-PEN dalam
LKPD tahun 2020 diantaranya : (1) penyajian kas di bendahara, pengeluaran yang berasal dari
surat perintah pencairan dana, tambahan uang, belanja tak terduga tidak didukung dengan
keberadaan kas baik dlam bentuk tunai maupun saldo rekening bank; (2) penatausahaan
persediaan antara lainuntuk penanganan COVID-19 belum didukung dengan pencatatanyang
memadai (mutase masuk keluar); (3) pengakuan hutang jangka pendek lainnya terkait BTT
COVID-19 tidak didukung dengan bukti pendukung yang memadai; dan (4) realisasi BTT tidak
sesuai ketentuan dan tidak sesuai kondisi senyatanya.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan suatu hal
yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah dibeberapa daerah masih rendah dikarenakan adanya permasalahan pada
pertanggungjawaban, system pengenalianinternal dan ketidakpatuhan.

Hal ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa
peneliti terdahulu. Berdasarkan penelitian Yohanes (2019) menyatakan bahwa Kompetensi
sumber daya manusia dan system akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh, sedangkan
system pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah koa Semarang. Didukung oleh hasil penelitian Aprisyah dan Yuliati (2021) system
akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Bengkulu. Namun menurut hasil penelitian
Handayani, dkk (2022) menyatakan bahwa system pengendalian intern, system informasi
pengelolaan keuangn daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial
berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota
Balikpapan.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang diteliti seluruhnya telah mendapatkan
opini WTP dari BPK. Dapat disimpulkan bahwa factor pendorong kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah berbeda-beda untuk setiap daerahnya meskipun telah mendapatkan
opini yang sama dari BPK.

Pada tanggal 14 September 2021, Kabupaten Sumedang telah meraih opini WTP tujuh
kali berturut-turut masuk dalam 52 kota yang meraih opini WTP lima kali berturut-turut dari
BPK atas laporan anggarantahun 2016-2020. Dengan demikian penulis tertarik untuk memilih
Kabupaten Sumedang sebagai objek penelitian.

Tujuan laporan keuangan entitas adalah menyediakan informasi tentang entitas
pelaporan yang berguna untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan (IFAC, 2014).

terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah, salah satu factor yang mempengaruhi yaitu kompetensi sumber daya manusia.
Semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik kualitas
laporan keuangan yang dihasilkan, terutama pada bidang akuntansi.

Faktor lain yaitu system informasi akuntansi keuangan daerah. Dalam penjelasan PP
No. 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah disebutkan bahwa
untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip
tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah pusat dan daerah
berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
untuk meningktkan kemampuan pengelolaan keuangan dan menyalurkan informasi kuangan
kepada pelayanan publik.
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Pengawasan keuangan daerah adalah kegiatan sistematis yang ditujukan untuk
menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan
kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam PP No. 60 Tahun
2008 ini SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka rumusan hipotesis
dalam penelitian ini yaitu tingkat kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang, pemanfaatan system
informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang, efektivitas system pengendalian internal
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang
dan tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan system informasi akuntansi
keuangan daerah dan efektivitas system pengendalian internal secara bersama-sama
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang.

2. METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif,
pendekatan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh
langsung dari responden meggunakan instrumen berupa kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Sumedang yang terdiri
dari 29 SKPD. Teknik pengambilan sampel yaitu sensus atau sampling total yaitu responden
diambil dari kepala dan staf bagian keuangan pada seluruh SKPD dengan total 58 responden.
Teknik pengambilan data menggunakan penyebaran kuesioner. Untuk memperoleh data
mengenai tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan system informasi
akuntansi keuangan daerah, efektivitas system pengendalian internal dan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah dibuat pernyataan yang disusun dengan menggunakan skala
likert. Masing-masing pernyataan berisi 5 pilihan jawaban.

Data yang telah terkumpul terlebih dahulu di uji validitas dan reliabilitas menggunakan
bantuan software IBM SPSS versi 25. kemudian dianalisis menggunakan analisis statistic
deskriptif dan dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji
heteroskedastisitas. Dan untuk uji hipotesis meliputi uji regresi linear berganda, uji koefisien
determinasi, uji F dan uji t.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Dari hasil penyebaran angket yang dilakukan kepada seluruh sampel sebanyak 58 kepala dan

staf bagian keuangan SKPD Kabupaten Sumedang. Setelah dilakukan penyebaran angket dan

mentabulasi data maka diperoleh gambaran umum setiap variabel
Table 1. Gambaran Umum

Variabel Rata- Kriteria

Rata

Tingkat kompetensi SDM | 23,55% Sedang
Pemanfaatan SIKD 89,98% Rendah
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Efektivitas SPI 42,57% Sedang

Kualitas LKPD 8,83% Sedang
Sumber: data primer yang diolah, 2022

Secara umum diketahui bahwa pertama, tingkat kompetensi sumber daya manusia
berada pada kategori sedang, dengan skor rata-rata variabel tangka kompetensi sumber daya
manusia sebesar 23,55%. Artinya, kepala atau staf sub bagian keuangan memiliki tingkat
kompetensi dalam hal pengetahuan, keahlian dan perilaku yang baik, dapat diketahui bahwa
indikator dengan rata-rata tertinggi adalah perilaku dengan nilai rata-rata 8,22% artinya
kepala atau staf sub bagiankeuangan memiliki sikapyang ramah, menaati peraturan dan kode
etik yang berlaku. Sedangkan indikator dengan skor rata-rata terendah adalah keahlian
dengan nilai rata-rata sebesar 7,53% artinya keahlian yang dimiliki oleh setiap sumber daya
manusia dalam keadaan cukup baik karena sudah memiliki cukup banyak pengalaman dari
pelatihan-pelatihan yang ada.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berada pada kriteria
rendah dengan rata-rata skor 89,98%. Adapun indikator tertinggi pada variabel pemanfaatan
sistem informasi akuntansi keuangan daerah terdapat pada indikator persepsi kegunaan
dengan nilai rata — rata 25,05% artinya sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang
digunakan pada SKPD Kabupaten Sumedang cukup mudah digunakan karena sistem tersebut
membantu dalam hal kecepatan, ketepatan dan keefektifan pada saat menyusun LKPD,
selanjutnya indikator dengan rata-rata terendah yaitu penggunaan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah sesungguhnya dengan nilai rata-rata yang sama yaitu 8,07%
artinya sisteminformasi akuntansi keuangan daerah masihjarang digunakan oleh kepala atau
staf bagian keuangan.

Efektivitas sistem pengendalian internal berada pada kriteria sedang dengan skor rata-
rata 42,57%. Adapun indikator tertinggi pada variabel efektivitas sistem pengendalian
internal terdapat pada indikator pemantauan dengan nilai rata — rata 8,69% artinya bahwa
pimpinan BKAD Kabupaten Sumedang selalu menindaklanjuti setiap temuan dan mereview
serta mengevaluasi temuan yang menunjukkan kelemahan dan memerlukan perbaikan,
selanjutnya indikator terendah yaitu informasi dan komunikasi dengan nilai rata-rata 8,38%
artinya informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah
dilaksanakan dengan cukup efektif.

Kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten sumedang berada pada kategori
sedang denan skor rata-rata 8,83%. Adapun indicator tertinggi pada variabel kualitas laporan
keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang vyaitu andal dengan rata-rata 8,86% artinya
bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang dapat diandalkan. Indicator
terendah yaitu dapat dibandingkan dengan skor rata-rata 8,76%, artinya laporan keuangan
pemerintah Kabupaten Sumedang kurang dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya
dan laporan lain.

Unuk mengetahui pengaruh tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan
system informasi akuntansi keuangan daerah dan efektivitas system pengendalian internal
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang maka diperlukan
pengujian yang terdiri dari beberapa tahapan. Untuk tahapan pertama adalah dilakukan uji
asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Hasil uji normalitas data diperoleh hasil Asymp. Sig sebesar 0, 087 lebih besar dari
0,05, hal ini berarti data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas untuk tingkat
kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sisstem informasi akuntansi keuangan
daerah dan efektivitas system pengenalian intenal masing-masing diperoleh nilai VIF 1,567;
1,339; dan 1,878 lebih kecil dari 10 dan nilaitolerance 0,638; 0,747; dan 0,532 lebih besar dari
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0,10. Sehingga dapat simpulkan semua variabel independent pada penelitian ini tidak terjadi
gejala multiklinearitas. Dan untuk hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar
scatterplot berikut:

B e e
Dapa~da~dt Varab Fosltey UrPD

[T Sy ——

Pageesbin amadustiged Frodhiied Vs

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada
sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi
heteroskedastisitas.

Setelah dilakukan perhitungan uji asumsi klasik dan hasilnya telah memenuhi syarat,
selanjutnya dilakukan perhitungan uji hipotesis yang terdiri dari regresi linear berganda, uji
koefisien determinasi, uji F dan ji t. perhitungan ini menggunakan bantuan software IBM SPSS
versi 25. Hasil dari perhitungan regresi linear berganda sebagai berikut:

Table 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Cosfficlent”
" SwE = t
#C orstank] 74T S0EE 1354 [FR =
T rughi ik Kool 51 [Elerac [*K EXy [ by - 1550 =1 Jric]
Sl
Poman batan SED [ENeE= [ = (Y= [EE=ry [sE=2y
Efckiivias EF D455 CLCES| [ 4818 [:Xeee
2 Depsrcant Varabl e Bualitas LEFD

Dari hasil pengolahan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa analisis koefisien
variabel pada penelitian ini adalah pengaruh tingkat kompetensi sumber daya manusia (X1)
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,229 atau 22,9%,
pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,038 atau 3,8%, dan untuk pengaruh
efektivitas sistem pengendalian internal (X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah (Y) sebesar 0,455 atau 45,5%.

Selanjutnya hasil perhitungan pada uji koefisien determinasi dapat dilihat pada table
berikut:

Table 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary’

Sd. Brar
Adjusted of the

Model R R Sguare R Sguare | Estimate
I 7ag" 0581 D536 2,357
3
b

. Prediciors : (Cons tanf), Efektivites 5P, Pemanfaatan SIKD,
. Dependent Variable: Hualites LHPD

Hasil perhitungan regresi pada tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien
determinasi (adjusted R square) yang diperoleh sebesar0,561. Hal ini berarti 56,1% kualitas
laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh variabel tingkat
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kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan
daerah (X2) dan efektivitas sistem pengendalian internal (X3), sedangkan sisanya yaitu 43,9%
kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh variabel-
variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitianini.
Selanjutnya perhitungan uji F sebagai berikut:
Table 4. Hasil Uji F

AN CVA
Surn of M
Mod e Squares df Square F Sig
In Regm=sion J2ET2 I| 17557 s i o0

Residual 2539949 54 5555

Tokal BA2E21 T
a DependentVariable: Kuditas LKFD
b Predicors: { Cons tanf), Efektvites 5P, Pernaniaatan SKD, Tingkat K ompeteres

berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Fp;,,, sebesar 22,964, sedangkan
nilai F,,,.; pada taraf signifikansi 0,05 dengan N1=k = 3, N2= n-k-1 = 58-3-1= 54 menunjukan
nilai sebesar2,776. Dengandemikian, hasil perhitungan menunjukkan bahwa Fy;,,.,, (22,964)
> F,aper (2,776), maka H1 diterima dan HO ditolak yang artinya, tingkat kompetensi sumber
daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan efektivitas
sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara bersama — sama terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa regresi
berarti dan dapat digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian, dan untuk perhitungan uji
t sebagai berikut:

Table 5. Hasil Uji t

_ -
C e fficie nts
el B = Bata Sig
lil (| Constark] TOAT SOEE 1359 R
Tngkat [ o147 o7 1560 015
Blomn i 51 S0 M
Fomarfaagn o= O0E3 OL0ES oEOT 0547
EBD
Efokidtas SF 0455 (=5 0555 4816 [
. Dap ancen £Vl abdec Kualitas LEKFD

Pengujian hipotesis melalui ji t, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%
derajat kebebasan dengan rumus, df= n — k (58-3=55) menunjukan nilai sebesar 2,004.
Adapun hasil uji t pada tabel hasil uji t dengan menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut:

Variabel tingkat kompetensi sumber daya manusia (X1) diperoleh t;,,, sebesar
1,560 sedangkant, ., sebesar2,004. Hal tersebut menunjukan bahwa tp;,ng < traper (1,560
< 2,004) atau dengan kata lain HO diterima sedangkan H1 ditolak, yang berarti tingkat
kompetensi sumber daya manusia (X1) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah (Y).

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting.
Pengelolaan sumber daya manusia yang baik mampu memberikan kontribusi yang optimal
dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia termasuk
menjadi salah satu faktor pendorong kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil pengolahan kuesioner diperoleh Tingkat kompetensi sumber daya manusia
tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dikarenakan sebagian
besar latar belakang pendidikan kepala atau staf bagian keuangan berlatar belakang
pendidikan diluar akuntansi, ekonomi dan manajemen sehingga pemahaman terkait
penatausahaan laporan keuangan belum memadai, pemahaman tentang standar akuntansi
pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran pembinaan melalui audit internal
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yang kurang (belum independen). Keahlian yang dimiliki oleh kepala atau staf bagian
keuangan masih rendah dikarenakan masih ada beberapa kepala atau staf bagian keuangan
yang belum lama bekerja atau kurang dari 10 tahun sehingga pengalaman yang dimilikinya
dan pelatihan-pelatihan yang diikutinya masih sedikit hal ini dapat dilihat dari data identitas
yang disi oleh responden pada bagian pelatihan teknis yang telah diikuti, sedangkan
pengalaman dan pelatihan merupakan salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan
keahlian kepala atau staf bagian keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Aprisyah dan Yuliati (2021) yang
menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas
informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) diperoleh
thitung S€besar 0,607 sedangkan t.,,., sebesar 2,004. Hal tersebut menunjukan bahwa
thitung > traver (0,607 < 2,004) atau dengan kata lain HO diterima sedangkan H1 ditolak, yang
berarti pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) tidak berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (SIKD) adalah suatu fasilitas yang
diselenggarakan oleh Menteri Keuangan untuk mengumpulkan, melakukan validasi,
mengolah, menganalisis data dan menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka
merumuskan kebijakan dalam pembagian dana perimbangan, evaluasi kinerja keuangan
daerah, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta
memenuhi kebutuhan lain, seperti statistik keuangan negara.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa tanggapan kepala atau staf bagian
keuangan mengenai indikator penggunaan SIKD sesungguhya yang masih dalam kategori
rendah menjelaskan kesulitan mereka dalam pengoperasian sistem dan pengelolaan laporan
keuangan masih belum memadai. Temuan ini diperkuat berdasarkan hasil survey di lokasi
yang memberikan gambaran banyaknya pengelola keuangan berusia antara 41-50 tahun dan
jarang mengikuti pelatihan terkait sistem pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga untuk
memahami kinerja sebuah sistem akan sedikit lebih sulit jika tidak mengikuti pelatihan secara
rutin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Diani (2014) bahwa pemanfaatan
sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan.

Efektivitas sistem pengendalian internal (X3) diperoleh ¢, , sebesar 4,816
sedangkan t.,;,., sebesar 2,004. Hal tersebut menunjukan bahwa ;¢4 > trgper (4,816 <
2,004) atau dengan kata lain HO ditolak sedangkan H1 diterima, yang berarti efektivitas sistem
pengendalian internal (X3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah (Y). Efektivitas pengendalian internal dipandang sangat penting dalam meningkatkan
kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang efektif akan berpengaruh
secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tujuan Sistem
Pengendalian Internal ada tiga, yaitu, (1) Tujuan Operasi; (2) Tujuan Pelaporan; dan (3) Tujuan
Kepatuhan.

Fenomena yang ada menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal pada SKPD
Kabupaten sumedang berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan pimpinan BKAD selalu
melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, melakukan analisis risikosecara lengkap
dan menyeluruh serta selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan maupun saran yang
diberikan oleh BPK/Inspektorat.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman Pura (2021) bahwa sistem
pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah.

4. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa
berdasarkan analisis deskriptif, pada umumnya tingkat kompetensi sumber daya manusia
berada pada kategori sedang, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah
berada pada kategori rendah, efektivitas system pengendalian internal berada pada kategori
sedang dan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang berada pada
kategori sedang.

Sedangkan berdasarkan perhitungan uji t dapat disimpulkan bahwa tingkat
kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan
daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Sumedang, sedangkan efektivitas system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang.
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